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1
 BAB I
 A. Alasan Pemilihan Judul
 Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak mempunyai kemampuan lagi
 untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya kepada kreditor, dan pernyataan pailit atas
 debitor tersebut harus dimintakan pada pengadilan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan)
 sebagai pranata hukum lembaga kepailitan yang menjadi pedoman bertindak para pihak yang
 terlibat di dalamnya. Peraturan kepailitan ini sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan
 Belanda, yaitu S. 1905-217 juncto S. 1906-348, tapi dalam praktek peraturan itu hampir-hampir
 tidak dipakai. Sangat sedikit kasus-kasus yang ada saat itu yang mencoba memakai peraturan
 trtsebut.
 Namun, dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan
 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, yang memperbaharui peraturan kepailitan yang
 lama, maka serta merta dunia hukum diramaikan oleh diskusi dan kasus-kasus kepailitan di
 pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga. Apalagi, salah satu keunggulan Undang-Undang
 nomor 1 Tahun 1998 ini adalah prosedurnya yang serba cepat jika dibandingkan dengan
 prosedur dalam peraturan 1905 yang cukup lama. Namun pada akhirnya Undang-Undang Nomor
 1 Tahun 1998 tersebut telah diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun
 2004 tentang kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).1
 Perubahan kemudian dilakukan atas ketentuan pranata hukum yang digunakan dalam
 penyelesaian utang piutang dengan lembaga kepailitan ini. Hal ini disebabkan karena Peraturan
 Kepailitan sebagai produk hukum kolonial warisan zaman penjajahan Belanda dirasakan sudah
 1 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hal 1.
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 tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan mekanisine penyelesaian utang
 piutang. Dengan dikeluarkannya ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4
 Tahun 1998, para pihak seperti bersemangat untuk mencoba penyelesaian utang piutang dengan
 menggunakan lembaga kepailitan, dengan pengertian bahwa lembaga kepailitan ini akan dapat
 menyelesaikan permasalahan utang piutang mereka dengan prosedur yang serba cepat.2
 Untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan lembaga peradilan yang dapat menampung
 upaya penyelesaian utang piutang melalui lembaga kepailitan, maka pada tahun 1998 dibentuk
 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan kemudian menyusul Pengadilan Niaga Medan, Semarang,
 Surabaya dan Makasar pada tahun 1999. Demikianlah maka hukum kepailitan yang semula
 sangat jarang dipakai dan seperti disimpan dalam museum, dengan berlakunya undang-undang
 Nomor 4 Tahun 1998 yang disempurnakan dengan udang-undang Nomor 37 Tahun 2004
 kemudian menjadi sangat banyak dipakai dan merupakan pemandangan sehari-hari di pengadilan
 niaga layaknya sang pendekar yang sudah lama bertapa dan kemudian turun gunung untuk
 mengalahkan ketidakadilan.
 Kreditor Separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134
 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik. Dalam ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata
 dijelaskan siapa-siapa saja yang memiliki hak untuk didahulukan diantara para kreditor yaitu
 kreditor yang memiliki hak istimewa (kreditor preferen) dan kreditor pemegang hak jaminan atas
 kebendaan seperti gadai, hipotik dan hak tanggungan dan fidusia. Sehubungan dengan istilah
 kreditor separatis, ada terdapat perbedaan perbedaan pendapat pemakaian istilah diantara para
 sarjana. Menurut Munir Fuady bahwa: ”dikatakan separatis yang berkonotasi pemisahan karena
 kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti ia dapat
 2 Ibid hal 2
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3
 menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit
 pada umumnya”. Jika dibandingakan dengan UU Kepailitan (UUK) yaitu pasal 128 UUK
 menyatakan kreditor pemegang jaminan kebendaan sebelum mengeksekusi objek jaminan, telah
 dapat mendaftarkan piutang yang diperkirakan tidak akan terbayar dari hasil eksekusi. Pasal 128
 UUK menyatakan kreditor pemegang jaminan kebendaan sebelum mengeksekusi objek jaminan,
 telah dapat mendaftarkan piutang yang diperkirakan tidak akan terbayar dari hasil eksekusi.
 Pasal 138 ayat (1) UU Kepailitan berbunyi, “Kreditor yang piutangnya dijamin dengan
 gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang
 mempunyai hak diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat
 membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dilunasi dari hasil
 penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor
 konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang
 menjadi agunan atas piutangnya.”
 Dalam praktek ada suatu kasus kepailitan, dimana kreditor separatis sebagai pemohon
 dalam permohonan pernyataan pailit, padahal kreditor separatis adalah kreditor yang piutangnya
 dijamin oleh hak jaminan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Bank Permata yang menggugat
 pailit nasabahnya yaitu Ir. Jakub Budiman karena nasabah tersebut macet pembayaran kreditnya.
 Kasus tersebut ada dalam Putusan No.08/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SMG. Ir.Jakub Budiman
 telah menunggak hutang sebesar Rp 4.284.303.714,-. Ir. Jakub Budiman dalam hal ini memiliki
 lebih dari satu kreditor yaitu Bank Permata, Standard Chartered dan UOB Buana.
 Berikut ini adalah gambaran singkat proses kepailitan antara PT Bank Permata yang
 menggugat pailit Ir. Jakub Budiman:
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 Menurut Pasal 1 UUK, kepailitan dapat dimohonkan apabila debitor mempunyai dua atau lebih
 kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam
 hal ini Ir. Jakub Budiman memiliki kreditor Bank Permata sebgaai kreditor separatisnya,
 Standard Chartered Bank, dan PT Bank UOB Buana Tbk, serta hutangnya telah jatuh tempo.
 Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin
 praktek melalui pengadilan Niaga, yaitu Tukinu, SH,Mhum, Medijanto Suharsono, SH,
 Wartimin, SH, Sidharta Widiarto Nugroho, SH. Panitera yang menerima permohonan pernyataan
 pailit akan mendaftar permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang terdaftar pada tanggal
 29 September 2011 dengan No. Perkara 08/PAILIT/2011/PN.NIAGA.Smg. Permohonan
 pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara
 sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Dalam kasus ini, hakim
 pengawasnya adalah Winarto, SH. Hakim ketuanya adalah Edy Tjahuono, SH.Mhum. Hakim
 anggota adalah Lilik Nuraini, SH dan Ira Satiawati, SH,MH serta Soenyoto, SH,Mhum yang
 ditunjuk sebagai kurator. Rapat verifikasi/pencocokan utang kreditor dan pajak Jakub Budiman
 (dalam pailit) dilakukan pada hari Kamis 1 Desember 2011, jam 11.00 WIB , bertempat di
 Ruang Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jl. Siliwangi
 No.512 Semarang. Akibat kepailitan terhadap debitor pailit dan hartanya, Ir Jakub Budiman
 sebagai debitor pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dan menghukum
 termohon pailit membayar biaya perkara sebesar Rp 761.000,-. Pencocokan utang piutang.
 Hutang jatuh tempo termohon sebesar Rp 4.284.303.714 yang jatuh tempo tanggal 22 Agustus
 2011 dengan nilai agunan berupa tanah dan banguann di Jalan Rejomulyo I/1 Semarang dan di
 Jalan Purwosari No 71 Semarang yang telah dibebani hak tanggungan dan nilai jaminan tersebut
 jauh diatas nilai kewajiban termohon kepada pemohon. Menurut pasal 168 UUK, bila dalam
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 rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang
 ditawarkan telah ditolak atau pengesahan perdamaian telah ditolak dengan pasti maka demi
 hukum, harta pailit berada dalam keadaan tak mampu membayar (insolvensi). Insolvensi dalam
 hal ini menunjuk Soenjoto, SH,M.hum yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM No
 AHU.AH04.03-37 berkantor di jalan Balai Rakyat No 11 Klender Jakarta Timur sebagai kurator
 untuk segera melaksanakan pemberesan dalam rangka likuidasi terhadap harta pailit debitur
 pailit dengan lelang yang dilakukan melalui Risalah Lelang No 204/2012 tanggal 21 Maret
 2012, pejabat Lelang Sri Widyaningsih, SE.
 Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini berjudul: “TINJAUAN YURIDIS
 TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN”
 B. Latar Belakang
 Badan hukum merupakan pendukung kewajiban dan hak sama seperti manusia pribadi.
 Sebagai pedukung hak dan kewajiban dan dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain.
 Perusahaan sebagai subyek hukum, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dapat
 mengakibatkan subyek hukum tersebut punya hutang dan dapat ditagih oleh debitor. Ada kasus
 dimana seseorang tidak dapat membayar hutang yang sudah jatuh temponya sehingga
 dimohonkan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37
 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 2
 tentang syarat-syarat untuk dapat dimohonkan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:
 1) Utang
 2) Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
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 3) Adanya Debitor dan Kreditor
 4) Kreditor lebih dari Satu
 Dalam hukum kepailitan, kreditor yang dapat digolongkan sebagai kreditor separatis
 karena piutangnya dijamin dengan security right in rem adalah kreditor pemegang hak yang
 terdiri dari:
 1) Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
 tentang Hak Tanggungan
 2) Gadai yang diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 3) Fidusia yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
 tentang Jaminan Fidusia
 4) Kreditor yang memiliki hak retensi atas suatu barang dalam Pasal 65 Undang-Undang
 Kepailitan
 Menurut Sudargo Gautama, “mereka ini karena sifatnya pemilik suatu hak yang
 dilindungi secara preferen dapat mengeksekusi hak mereka seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 3
 Mereka ini karenanya dianggap separatis (berdiri sendiri). Sejalan dengan itu menurut Munir
 Fuady, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan
 lainnya. 4
 Kedudukan kreditor separatis tersebut dipisahkan dari kreditor lainnya, dan objek
 jaminannya juga dipisahkan dari harta pailit. Adapun arti dari kedudukan kreditor separatis di
 atas adalah dalam pengeksekusian jaminan utang. Kreditor separatis dapat menjual dan
 mengambil sendiri hasil dari penjualan objek jaminan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan
 3Sudargo Gautama, Komentar atas Peraturan Baru Untuk Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hal.
 78. 4 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, hal. 105.
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 atas jaminan utang itu tidak dapat menutupi seluruh utangnya, maka kreditor separatis dapat
 memintakan agar terhadap kekurangan tersebut dia diperhitungkan sebagai kreditor konkuren.
 Dengan adanya masalah atau kasus kepailitan yang menimpa Bapak Ir Jakub Budiman dan
 Bank Permata sebagai kreditor separatisnya dan berbagai persoalan yang menimpanya, maka hal
 ini menjadi alasan peneliti akan mengambil kasus tersebut untuk ditinjau dari sudut pandang
 hukum kepailitan, yaitu akan menganalisis kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan dan
 langkah-langkah penyelesaian dari pelaksanaan eksekusi atas jaminan dari kreditor separatis.
 Berikut akan penulis uraikan secara singkat kasus antara Ir.Jakub Budiman dan Bank
 Permata melalui bagan.
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 BAGAN KASUS POSISI
 Posita
 Ir.Jakub Budiman dan Bank Permata telah
 melakukan perjanjian kredit dimana Bank
 Permata selalu kreditor telah memberikan
 fasilitas kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 kepada Ir.Jakub Budiman. Akan tetapi sampai
 dengan tanggal permohonan pailit diajukan Bank
 permata tidak pernah menerima pembayaran
 penuh dari Ir.Jakub Budiman. Jumlah hutang Ir.
 Jakub Budiman per tanggal 22-08-2011 adalah
 Rp. 4.284.303.714,- adapun kreditor lain yaitu
 Standart Chartered Bank dan Bank UOB Buana.
 Tbk.
 Jawaban dari pihak termohon
 Ir.Jakub Budiman merasa permohonan pailit
 yang diajukan oleh Bank Permata tidak sesuai
 dengan ketentuan dalam UU no 37 tahun 2004
 tentang kepailitan dan PKPU pasal 2 ayat (1),
 karena tidak ada satu bukti pun yang dapat
 membuktikan adanya kreditor lain selain Bank
 Permata sendiri. Pencantuman kreditor lain yaitu
 Standart Chartered Bank dan Bank U0B Buana
 tidak disertai rincian secara otentik sehingga
 tidak dapat dikatakan kreditor sebagaimana
 dalam UUK dan PKPU. Bahwa benar Ir.Jakub
 Budiman adalah Debitor dengan outstanding
 Rp.3.126.076.344,- dan telah mengembalikan
 Rp.1.050.000.000,-
 Pertimbangan Hakim
 Menimbang bahwa selanjutnya Bank Permata dalam persidangan mengajukan
 bukti yaitu surat keterangan PT.Auransi Nippon Koa Indonesia dengan adanya
 renewal setificate sebesar IDR. 550.000.000 a/n Jakub Budiman. Dari fakta
 tersebut dapat dibuktikan Jakub Budiman mempunyai hutang yang belum
 dibayar kepada PT. Asuransi NIPPON KOA. Bahwa Ir.Jakub Budiman untuk
 sangkalan utangnya tersebut tidak didukung oleh bukti, sehingga pengadilan
 berpendapat dalil Ir.Jakub Budiman tidak beralasan. Dari fakta tersebut
 pengadilan Niaga memperoleh fakta atau bukti secara sederhana persyaratan
 untuk menyatakan pailit sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat
 (4) UUK dan PKPU.
 Putusan Hakim
 Menerima dan mengabulkan permohonan pailit Ir.Jakub Budiman untuk
 seluruhnya. Menyatakan Ir.Jakub Budiman pailit dengan segala akurat
 hukumnya.
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 C. Rumusan Masalah
 Atas dasar uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa
 permasalahan, sebagai berikut :
 a. Bagaimana kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan?
 b. Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian dari pelaksanaan eksekusi atas jaminan
 dari kreditor separatis?
 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 Pada bagian ini akan dibahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian ini. Tujuan
 penelitian ini adalah:
 1. Untuk mengetahui kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan.
 2. Untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian dari pelaksanaan eksekusi atas
 jaminan dari kreditor separatis.
 Manfaat mengacu kepada guna atau kontribusi penelitian bagi pihak lain. Manfaat pada
 penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, seperti dapat dilihat
 berikut ini:
 a. Manfaat Teoritis
 1) Penulis dapat menambah wawasan tentang pentingnya kedudukan kreditor separatis
 dalam kepailitan.
 2) Menambah ilmu pengetahuan tentang kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan.
 b. Manfaat Praktis
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 1) Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, tentang kedudukan kreditor separatis
 dalam kepailitan.
 2) Memberikan wawasan sekaligus memberikan wacana terhadap masyarakat tentang
 kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan.
 E. METODE PENELITIAN
 1. Jenis Penelitian
 Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian
 yuridis sosiologis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan
 perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-
 undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma
 itu bekerja didalam masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif
 dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses
 induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari
 metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan, penemuan data dan
 informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan
 dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, serta mengkaji tentang apa yang ada dibalik
 yang tampak dari penerapan paerundang-undangan, kemudian dilakukan pengujian secara
 induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di masyarakat. Dengan demikian
 kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses
 rasionalisasi.
 2. Metode Pendekatan
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 Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum
 yang didasarkan pada studi kasus yaitu Ir. Jakub Budiman dan Bank Permata, prinsipnya adalah
 menganalisis persoalan kreditor separatiis ditinjau dari hukum kepailitan. Tujuannya adalah
 untuk mengetahui kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan dan mengetahui langkah-
 langkah penyelesaian dari pelaksanaan eksekusi atas jaminan dari kreditor separatis. Peraturan
 perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang tentang Kepailitan, Undang-
 Undang tentang Hak Tanggungan dan Jaminan fidusia.
 3. Sumber Data
 Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan teknik
 pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni
 penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian.5
 Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, meliputi:
 a. Bahan hukum primer berupa bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang
 berkaitan dengan kepailitan. Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan adalah :
 1) Putusan Pengadilan Niaga No.08/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SMG.
 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan;
 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-
 Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka selain kreditor
 yang memiliki piutang sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1131 KUH
 5 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Frafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.32.
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 Perdata, juga kreditor-kreditor yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak
 fidusia termasuk kreditor preferen atau separatis.
 b. Untuk melengkapi bahan hukum primer, penulis melakukan wawancara dengan:
 1) Kurator (Soenjoto, SH, M.Hum)
 2) Penasehat hukum debitur pailit (Didik Simon, SH, MH, S.Pn)
 3) Hakim Pengawas (Winarto, SH)
 c. Bahan hukum sekunder, adalah data yang berasal dari beberapa literatur, bahan kuliah,
 pendapat para pakar, yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
 d. Bahan hukum tersier, adalah kamus dan ensiklopedi yang memuat pengertian yang
 dibutuhkan dalam penelitian ini, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari
 media elektronik.
 4. Teknik Pengumpulan Data
 Pelaksanaan pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian
 dilakukan dengan cara diperoleh dari buku kumpulan perundang-undangan, wawancara dengan
 kurator, penasehat hukum, hakim pengawas, membaca dan mempelajari buku-buku, karangan
 yang ditulis oleh para ahli dibidangnya, yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan
 pengolahan bahan hukum dengan cara menganalisa dan merangkum secara obyektif, lebih
 banyak, lebih tepat, yang terpusat dan dapat dipertanggungjawabkan. Studi pustaka dilakukan
 terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang
 berhubungan dengan prosedur permohonan pengajuan pailit oleh kreditur separatis pada
 umumnya. Jadi menggunakan arsip, buku, artikel dan literature.
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 5. Unit Amatan dan Unit Analisis
 a. Unit Amatan
 Unit amatannya adalah Bapak Ir. Jakub Budiman dan Bank Permata selaku kreditor
 separatisnya sesuai dengan kasus yang menimpanya, dalam studi kasus putusan
 No.08/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SMG. Penyelesaian kasus dilakukan dengan pendekatan yuridis
 sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-
 undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan,
 namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja
 didalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Kitab Undang-
 Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, Undang-
 Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 b. Unit Analisis
 Unit analisis pada penelitian ini adalah tentang perihal kedudukan kreditor separatis
 terkait dengan kepailitan serta langkah-langkah eksekusi atas jaminan dari kreditor separatis.
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